SALINAN

PUTUSAN
Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

p M) ) 4 py
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan
Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
gugatan harta bersama antara:

Pembanding, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan lbu
Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Depok, dahulu
sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak
bekerja, tempat kediaman di Kota Depok, dahulu sebagai
Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang dimohonkan banding;
DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam & Putusan
Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 8
Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaedah 1443 Hijriah,
dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta berupa:

- 1 (satu) unit bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas
<No.Pkr> m? (dua ratus sembilan meter persegi), yang terletak di
Kelurahan Rangkapan Jaya Lama, Kecamatan Pancoran Mas, dengan
batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah lbu;

- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan;
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- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Pak;

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Pak;

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus
dibagi dua Y2 (setengah) bagian dari harta tersebut menjadi hak dan
milik Penggugat dan ¥ (setengah) bagian selebihnya menjadi hak dan
milik Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan % (setengah)
bagian harta bersama sebagaimana pada poin 2 tersebut di atas kepada
Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/sukarela, maka
pembagiannya dilakukan dengan cara lelang ‘melalui Kantor Lelang
Negara,

4. Memerintahkan kepada Terggat atau siapa saja yang menguasai untuk
melakukan pengosongan terhadap obyek harta bersama tersebut;

5. Menghukum ' Penggugat = untuk membayar perkara ini. sejumlah

1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada siding pengucapan Putusan
Pengadilan Agama Depok tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah
mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Juni 2022 sebagaimana
tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan -Agama Depok, permohonan banding tersebut diberitahukan
kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Juni
2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding
pada tanggal 23 Juni 2022 yang pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak menerima dan mengabulkan gugatan Terbanding;

2. Menetapkan sebidang tanah bangunan rumah di atasnya seluas
berdadsarkan setipikat <No.Pkr> m? (dua ratus sembilan meter persegi),
yang terletak di Kelurahan Rangkapan Jaya Lama, Kecamatan Pancoran
Mas, dengan batas-batas sbagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah lbu;
- Sebelah Timur : berbatasn dengan jalan;
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- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Pak;

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Pak;

3. Menetapkan harta tersebut adalah milik penuh Pembanding;

4. Tidak menghukum Pembanding dan Terbanding untuk tidak membagi

harta tersebut secara natura dan tidak melelang harta tersebut karena
sebelumnya harta tersebut sudah dibagi sama rata antara Pembanding
dan Terbanding (lihat pasal IX dan pasal X di surat pernyataan pembagian

harta gono gini);

. Tidak menyatakan dan tidak menetapkan sita jaminan terhadap harta

tersebut;

. Menyatakan harta tersebut adalah milik penuh Pembanding dan tidak bisa

dibagi lagi dengan Terbanding karena harta tersebut sudah dibagi dengan

Terbanding dan Pembanding;

. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-unagan

yang berlaku kepada Pembanding;

. Sementara Pembanding mempunyai ahli waris yang belum memiliki

rumah sama sekali, yaitu anak pertama (tidak mempunyai.suami), Imran
anak ke empat sampai saat ini belum menikah, anak ke tiga (duda), (cicit);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada

Terbanding pada tanggal 27 Juni 2022 dan terhadap memori banding

tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal

4 Juli 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan gugatan Terbanding;

Menetapkan sebidang tanah dan rumah di atas ~tanah seluas

<No.Pkr> m?

Rangkapan Jaya Lama, Kecamatan Pancoran, Kota Depok, dengan

batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Jum,;

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Samlawi;

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya Caringin;

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Jumhari kaka;
Menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama;
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- Menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membagi harta tersebut
secara natural kalau tidak menetapkan rumah tersebut dikosongkan
karena akan dilelang oleh kantor lelang Negara;

- Menetapkan hak Terbanding sesuai dengan permohonan Terbanding
sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta
rupiah) dibayar tunai kalau tidak dapat ditransfer ke rekening Terbanding
BRI No. Rek.4243-01-001247-53-6 atas nama Masri Syam;

- Menetapkan bagian harta tersebut setengah % bagian adalah milik
Terbanding;

Atau

Apabila cq Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya’ (ex aequo et bono);

Bahwa kontra memori banding tersebut diberitahukan kapada
Pembanding pada tanggal 8 Juli 2022;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada
tanggal 21 Juni 2022, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage
sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 11
Juli 2022;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada
tanggal 22 Juni 2022, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage
sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 21 Juli
2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan
Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding
tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan
Surat Nomor: W10-A/2380/Hk.05/VI111/2022, tanggal 2 Agustus 2022 yang

tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal
13 Juni 2022, sedangkan putusan diucapkan oleh Pengadilan Agama Depok
dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 Juni 2022. Dengan
demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu 14
(empat belas) hari, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura,

permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai judex
factie berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,
dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian

dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama
berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang
dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan
resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 8 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 8 Zulkaedah 1443 Hijriah, Memori Banding Pembanding 'dan Kontra
Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan

pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha
untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak
berhasil. Demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan
Mediator M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi
tanggal 2 Maret 2022 ternyata upaya perdamaian melalui mediasi juga tidak
berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa
upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1)
HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga
dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat

dilanjutkan;
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Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam
putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo sepenuhnya
dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang selanjutnya diambil
alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam
memutus perkara a quo, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang

perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam  dalil-dalil gugatannya pada
pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Maret
1984 secara agama di wilayah Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta
Pusat;

2. Bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat berdasarkan Putusan
Pengadilan Agama Depok sebagaimana Akta Cerai Nomor 3468/AC/
2021/PA.Dpk tanggal 15 Desember 2021;

3. Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah
diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di
atasnya seluas <No.Pkr> m? (dua ratus sembilan meter ‘persegi) yang
terletak di Kelurahan Rangkapan Jaya Lama, Kecamatan Pancoran Mas,
Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara  : berbatasan dengan tanah Jum (adik);

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah/jalan;

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Samlawi;

- Sebelah Barat . berbatasan dengan tanah Jamhuri (kakak);

4. Bahwa sejak terjadi perceraian sampai dengan saat ini harta tersebut
belum ditetapkan sebagai harta bersama beserta pembagiannya,;

Bahwa karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan agar harta
tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugatdengan
pembagian %2 (seperdua) bagian dari harta tersebut merupakan bagian

Penggugat dan %2 (seperdua) bagian lagi merupakan bagian Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut
dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya sepanjang berkenaan dengan

obyek gugatan dengan tegas menolak kebenaran dalil gugatan Penggugat
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tersebut dan mohon kepada Pengadilan agar gugatan Penggugat tersebut
ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang masih
diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu akan
dipertimbangkan hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya
oleh kedua belah pihak, karena terhadap hal-hal yang telah diakui atau tdak
dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dianggap telah terbukti menurut
hukum dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, hal ini sesuai dengan ketentuan
Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang telah diakui
atau tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat adalah tentang adanya

pernikahan dan perceraian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang masih diperselisihkan
kebenarannya oleh kedua belah pihak yang masih perlu dibuktikan lebih
lanjut adalah berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas
<No.Pkr> m? (dua ratus sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan
Rangkapan Jaya Lama, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dengan
batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Jum (adik);
- Sebelah Timur . : berbatasan dengan tanah/jalan;
- Sebelah Selatan . : berbatasan dengan tanah Samlawi;

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Jamhuri (kakak);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah atau
tidak diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani
wajib pembuktian dan kemudian wajib pembuktian dibebankan pula kepada
Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 163 HIR
Jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang
mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk
meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib

membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;
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Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya itu Penggugat
telah mengajukan alat-alat bukti yakni bukti surat selanjutnya diberi tanda P.1
sampai dengan P.10 beserta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama
SAKSI | (tetangga Penggugat) dan SAKSI Il (tetangga Penggugat), sedangkan
untuk menguatkan bantahannya tersebut Tergugat telah mengajukan alat-alat
bukti berupa bukti surat selanjutnya diberi tanda T.1 sampai dengan T.5 dan 2
(dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI | (mantan menantu

Penggugat dan Tergugat) dan SAKSI Il (cucu Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- surat P.1 yang bersesuaian
dengan bukti T.1 berupa fotokopi Surat Nikah, bermeterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang menerangkan bahwa Penggugat menikah
dengan Tergugat pada tanggal 19 Maret 1984 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 16 Jumadil Akhir 1404 Hijriah, di Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan
Tanah Abang, Jakarta Pusat dan bukti surat P.2 berupa fotokopi Akta Cerai
Nomor 3468/AC/2021/PA.Dpk tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah, bermeterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember

2021 Penggugat dengan Tergugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas
Penggugat mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini (standing

in yudicio), karenanya perkaranya dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi Surat Jual Beli
yang dibuat di Depok pada tanggal 19 Oktober 1990, bermeterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya menerangkan telah terjadi jual beli antara
Samlawi bin Asmawih sebagai pihak | dengan Masri Syam sebagai pihak Il
sebidang tanah seluas 210 m? yang terletak di Desa Rangkapan Jaya,
Kecamatan Pancoran Mas, Kotip Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Jum (adik);

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Samlawi;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Jamhuri (kakak);

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah/jalan;
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Menimbang, bahwa bukti surat P.7, bermeterai cukup namun tidak
dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tepat bersesuaian dengan bukti surat
T.5, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa Sertipikat
Hak Milik Nomor 03322 berupa sebidang tanah luas <No.Pkr> m? yang
terletak di Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas,
Kabupaten Bogor atas nama Masri-Syam yang diterbitkan oleh Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 5 Maret 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat sebagaimana
dalam pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa obyek gugatan
tersebut ‘diperoleh pada saat Penggugat dengan Tergugat terikat dalam
perkawinan. dan menurut keterangan saksi, uang yang dipakai untuk
membeli obyek gugatan tersebut hasil menjual aset berupa CV Rajawali
Expres milik keluarga yang ada di Menteng-Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan tersebut diperoleh
ketika Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan, maka sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa harta benda
yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Dari
ketentuan tersebut diperoleh pemahaman bahwa adanya harta bersama itu
tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan, namun lebih menekankan
waktu perolehan hartanya yaitu pada masa ikatan perkawinan antara suami
isteri, hal ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum
Islam yang menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau
syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-
isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut

harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 37
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan

bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut
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hukumnya masing-masing. Dalam hal ini kedua belah pihak beragama Islam,
maka menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam,
janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta

bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa telah ternyata di dalam berita acara sidang
Pengadilan Tingkat Pertama tidak didapat fakta yang menerangkan adanya
perjanjian perkawinan mengenai pengaturan harta bersama tersebut,
karenanya maka penyelesaian obyek gugatan dalam hal ini dilaksanakan
sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah, apakah benar bahwa
obyek sengketa itu belum dibagi dua dimana seperdua bagian dari harta
tersebut merupakan bagian Penggugat yang belum diterima sebagaimana
yang didalilkan Penggugat, ataukah hak milik penuh Tergugat?;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya sebagaimana terurai dalam
berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, Tergugat mendalilkan bahwa
obyek ‘gugatan sebagaimana Surat Pernyataan Pembagian Harta Bersama
Pasal X, yakni rumah yang terletak di Kelurahan Rangkapan Jaya Lama,
Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok menjadi hak penuh Tergugat, akan
tetapi Surat Penyataan yang dimaksudkan Tergugat tersebut tidak
diperlihatkan di persidangan sebagai alat bukti juga tidak ada saksi yang
dapat mendukung dalil bantahannya,;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Pembagian Harta Bersama yang
dimaksudkan Tergugat adalah bukti surat P.10 yang diajukan oleh Penggugat,
akan tetapi bukti surat tersebut meskipun telah bermeterai cukup namun tidak
dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian maka bukti surat tersebut
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUH
Perdata Jo. Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 701K/Sip/1974 tanggal 1
April 1975 yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian dengan suatu
tulisan terletak pada akta aslinya. Oleh karena bukti surat tersebut aslinya

tidak dapat diperlihatkan, maka harus dikesampingkan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, dengan demikian maka
Penggugat telah dapat membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut
merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam
masa perkawinan yang belum dibagi dua;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa obyek gugatan
berupa tanah dan bangunan seluas <No.Pkr> m2 Sertifikat Hak Milik Nomor
03322 atas nama Masri Syam telah terbukti diperoleh dalam masa
perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dapat dinyatakan bahwa
obyek gugatan tersebut merupakan harta bersama milik Penggugat dengan
Tergugat dan oleh karena itu pula maka gugatan Penggugat pada petitum
angka 2 (dua) agar Pengadilan menetapkan obyek gugatan yang berupa tanah
dan bangunan sebagaimana tersebut di atas sebagai harta bersama dapat
dikabulkan, dan selanjutnya ditetapkan masing-masing Penggugat dan
Tergugat berhak ¥z (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, sehingga
dengan demikian maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan
gugatan Penggugat tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini harta bersama tersebut
dikuasai oleh Tergugat, maka kepada Tergugat dihukum untuk menyerahkan
% (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, jika
pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan
secara nhatura, maka dilaksanakan dengan cara dijual lelang di muka umum
dan hasilnya dibagi dua, yakni % (seperdua) bagian untuk Penggugat dan %2
(seperdua) bagian lagi untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam diktum amar putusan Pengadilan Tingkat
Pertama angka 3, tertulis Menghukum Tergugat untuk membagi dan
menyerahkan % (setengah) bagian harta bersama sebagaimana pada poin 2
tersebut di atas kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara
natura/sukarela, maka pembagiannya dilakukan dengan cara lelang melalui
Kantor Lelang Negara;

Menimbang, bahwa arti natura menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalah barang yang sebenarnya bukan persamaan kata dari kata sukarela,
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dengan demikian maka kekeliruan penulisan istilah tersebut telah diperbaiki
sebagaimana terurai dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo mengenai gugatan
harta bersama yang obyek perkaranya berupa benda tidak bergerak yang
secara fisik ada dalam penguasaan Tergugat, maka diperintahkan kepada
Tergugat atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan
obyek perkara (Vide Surat Edaran Mahjkamah Agung Rl Nomor 10 Tahun
2020 tanggal 18 Desember 2020 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C
anhgka 2);

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding hanya merupakan
pengulangan dari jawaban dan duplik Pembanding, tidak ada hal yang baru,
karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan dengan
tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi
pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan
Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 08
Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1443 Hijriah,
dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana
termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan
kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

I.  Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat

diterima;
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Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/

2022/PA.Dpk tanggal 08 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal

08 Zulkaidah 1443 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

1.
2.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menetapkan harta berupa:

1 (satu) bidang tanah dan - bangunan rumah di atasnya seluas
<No.Pkr> m? (dua ratus sembilan meter persegi) yang terletak di
Kelurahan Rangkapan Jaya Lama, Kecamatan Pancoran Mas, Kota
Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara  : berbatsan dengan tanah Jum (adik);

-~ Sebelah Timur  : berbatasan dengan tanah/jalan;

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Samlawi;

-~ Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Jamhuri (kakak);
adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus
dibagi dua, %2 (seperdua) bagian dari harta tersebut menjadi milik dan
hak Penggugat dan % (seperdua) bagian selebihnya menjadi milik dan

hak Tergugat;

. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan ¥ (seperdua)

bagian harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2
tersebut di atas kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi
secara natura, maka harta bersama tersebut harus dijual secara

lelang di muka umum-dan hasinya dibagi dua;

. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai

untuk melakukan pengosongan terhadap obyek harta bersama tersebut;

. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada

tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022

Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1444 Hijriah, oleh kami

Drs. Moh. Syari Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nia
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Nurhamidah Romli, M.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh PIh. Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 2 Agustus 2022, putusan tersebut
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis didampingi para Hakim-Anggota dan dibantu H. Ahmad Majid,
S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan

Terbanding;
Ketua Majelis
ttd
Drs. Moh. Syar’i Effendy, S.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.
Panitera Pengganti
ttd

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Rincian biaya

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi - Rp 10.000,00
3. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.
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